
 

 
 

BUPATI TELUK BINTUNI 
PROVINSI PAPUA BARAT  

 
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 

NOMOR 5 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 37 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TELUK BINTUNI, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni, nomenklatur Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah 

berubah sehingga Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk 

Bintuni perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Teluk Bintuni;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4245); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 16801); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran 

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 

Bintuni Nomor 70); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
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Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI. 

    

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Teluk 

Bintuni Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 

2016 Nomor 209) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

PERATURAN KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 37 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN TELUK BINTUNI 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

 

  Ditetapkan di Bintuni 
pada tanggal 30 Januari  

 
BUPATI TELUK BINTUNI, 

 

ttd 
 

PETRUS KASIHIW 
 

Diundangkan di Bintuni 
pada tanggal 31 Januari 2023  
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI, 

 
ttd 

 
FRANS NICOLAS AWAK 

  

 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN TELUK BINTUNI  TAHUN  2023 
NOMOR  5 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA. 
NIP. 19770103 200909 1 001 



 

LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI 

NOMOR 5 TAHUN 2023 
TENTANG     

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI 
 

BAGAN STRUKTUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI TELUK BINTUNI, 

ttd 
PETRUS KASIHIW 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
UMUM 

 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SEKSI 
PENDATAAN PENDUDUK 

SEKSI 
PENDAFTARAN PENDUDUK 

 

SEKSI 
PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN 

DATA KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI 

PENCATATAN KELAHIRAN DAN 
KEMATIAN 

SEKSI 

PERKAWINAN, PERCERAIAN, 
PERUBAHAN STATUS ANAK DAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI 
PEMANFAATAN DATA DAN 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
INOVASI PELAYANAN 

SUBBAGIAN 
KEPEGAWAIAN 

 

 

UPTD 

BIDANG 
PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

BIDANG 
PELAYANAN  

PENDAFTARAN PENDUDUK 

 

BIDANG 

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

 

BIDANG 

PEMANFAATAN DATA DAN 
INOVASI PELAYANAN 

 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA. 

NIP. 19770103 200909 1 001 


